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ABSTRAKSI

Perkawinan merupakan suatu proses yang alamiah dan Ini di lakukan
oleh setiap manusian di berbagai Negara khusus Nya bagi Negara
Indonesia.dengan ada nya suatu perkawinan Maka ikatan seorang pria dan seorang
wanita dapat di akui dalam Masyarakat atau Negara terlebih secara agama di akui
oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi di seluruh negara, di
dunia, terutama Indonesia masalah perkawinan sudah mulai terdapat suatu
pengseran nilai budaya yang masalah perkawinan masalah yang sering terjadi
dalam perkawinan masyarakat di Indonesia adalah sah atau tidak nya suatu ikatan
perkawinan tersebut salah satu di antara nya adalah pendaftaran perkawinan
mengenai hal pendaftaran perkawinan dapat di tinjau secara yuridis di dalam
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan dan kaftan nya dengan Kompilasi Hukum
Islam.

Metode penulisan yang di pergunakan dan perkumpulan data dalam
penyusunan Skripsi ini adalah dengan melakukan metode Library Reserch atau
penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari perundang-undangan sejumlah
buku, tulisan dan karangan ilmiah yang berhubungan dengan materi yang di
bahas dalam Skripsi ini dan Field Reserch atau penelitian lapangan yaitu
melakukan kunjungan langsung ke Kantor Agama.yang perlukan dalam
pembahasan Skripsi ini,

Hasil penulisan dan penelitihan tersebut adalah mengenai pelaksanaan
Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain setiap orang
yang akan melangsukan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis
rencana perkawinannya pada pegawai pendaftaran meneliti syarat-syarat yang
telah di tentukan kemudian apa bila telah memenuhui syarat maka pegawai
pendaptaran akan mengumumkan dan menandatangani nya perkawinan yang
akan di daftarkan haruslah memenuhui syarat-syarat yang telah di tentukan oleh
peraturan yang berlaku baik UU No 1 Tahun 1974 menurut Kompilasi Hukum

Islam
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A. Latar Beiakang

Perkawinan merupakan suatu proses alamiah yang dilaksanakan oleh
setiap manusia di berbagai negera, tennasuk negara kita di Indonesia. Karena
melalui perkawinan sebuah ikatan antara pria dan wanita dapat diakui di dalam
lingkungan masyarakat di dunia terlebih secara agama diakui oleh Tuhan Yang
Maha Esa.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi diseluruh negara di
dunia, terutama di Indonesia masalah perkawinan sudah mulai terdapat pergeseran
nilai budaya yang sesungguhnya bahkan ada pula bertentangan dengan Undang-
Undang yang mengatur masalah perkawinan. Penulis melihat masalah yang sering
terjadi dalam perkawinan masyarakat di Indonesia adalah sah atau tidaknya suatu
ikatan perkawinan tersebut, salah satu diantaranya adalah
"Pendaftaran Perkawinan" tersebut.

Tertarik dengan adanya masalah pendaftaran perkawinan, maka Penulis
membahasnya dalam Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis terhadap
Pendaftaran perkawinan Menurut Undang-Undang No I Tahun 1974 Dan
Kaitannya Dengan Kompilasi flukum Islam'". Adapun pokok pembahasannya
lebih menyoroti tentang tata cara pendaftaran perkawinan menurut Undang -
Undang No. 1 Tahun 1974 dan dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam,
Sehingga nantinya dapat diketahui apa yang menjadi persamaan ataupun
perbedaan pendaftaran perkawinan yang terdapat dalam Undang - Undang No. 1.
"Tahun 1974 dengan kaitannya pada Kompilasi Hukum Islam.

Untuk menjaga budaya perkawinan dalani masyarakat Indonesia, perlu

diciptakan oleh pemerintah sebuah Undang-Undang yang mengatur masalah
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perkawinan sehingga perkawinan yang teriadi dalam masyarakat di Indonesia
benar-benar merupakan sebuah perkawinan yang sah secara Undang - Undang dan
hukum agama. Untuk itu salah satu pembenahan yang perlu dilakukan

adalah perlunya kepastian hukum pada saat pendaftaran perkawinan.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian - uraian dan Latar belakang masalah seperti yang telah Penulis

uraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan-ketentuan penting mengenai pendaftaran
perkawinan menurut Undang—Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam?

2. Apakah syarat-syarat pendaftaran perkawinan menurut Undang-
Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

3. Bagaimanakah tata cara pendaftaran perkawinan menurut Undang, -
Undang No.1 Tahun 1974 dan bagaimana pula menurut Kompilasi
Hukum Islam?

4. Apakah akibat hukumnya apabila perkawinan itu didaftarkan dan

jika perkawinan itu tidak didaftarkan menurut Undang-Undang No.

I Tahun 1974 dan bagaimana pula menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat penulisan

Adapun tujuan dan manfaat penulisan yang ingin dikemukakan oleh
penulis adalah :
1. masyarakat Indonesia mengetahui ketentua-ketentuan penting dari pada

pendafiaran perkawinan menurut Undang - Undang No.l1 Tahun 1974 dan
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Kompilasi Hukum Islam.

2. masyarakat Indonesia mengetahui syarat-syarat dari pada pendaftaran
perkawinan menurut Undang - Undang No.l Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam.

3. masyarakat Indonesia dapat mengerti bagaimana tata cara perkawinan yang
harus dilakukan sehingga, diharapkan pada masa yang akan datang secara,
yuridis (baik Undang-Undang ataupun hukum agama) keabsaan sebuah
perkawinan di Indonesia sudah dapat diakui sehingga dengan demikian
perkawinan-perkawinan yang tidak sah dapat berkurang dalam masyarakat
Indonesia menurut Undang - Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam.

4. masyarakat Indonesia mengerti akan adanya suatu akibat hukum apabila
perkawinan didaftarkan dan apabila perkawinan tidak didaftarkan menurut

Undang - Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Keaslian Penulisan

Dalam rangka mengembangkan diri dan ilmu pengetahuan yang diperoleh
selama masa sekolah dan masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas
- Medan Area, disamping belajar dan membaca buku yang berkaitan dengan Skripsi
ini, disamping mengingat pentingnya peranan hukum dalam sebuah perkawinan
didalam masyarakat Indonesia sehingga Penulis mencoba memaparkan "Tinjauan
Yuridis terhadap Pendaftaran perkawinan menurut Undang - Undang No. I Tahun

1974 dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum

Islam" Dimana Penulis mengambil judul ini telah meneliti kesebuah
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perpustakaan bahwa judul tersebut diatas belum pernah ada yang membahas dan
melakukan penelitian sehingga Penulis mencoba membahas dan

menuangkannya kedalam sebuah Skripsi.

E. Metode Penulisan
Teknik atau cara yang digunakan dalam penyusunan dan pengumpulan
data dalam penyusunan Skripsi ini dengan melakukan metode:

1. Library Reserch atau penelitian kepustakaan yaitu dengan. Mempelajar
Perundang-undangan, sejumlah buku, tulisan dan karangan ilmiah yang
berhubungan dengan materi yang dibahas dalam Skripsi ini.

2. Field Reserch atau penelitian lapangan yaitu melakukan kunjungan
lansung ke Kantor Urusan Agama (KUA) di Departemen Agama Kantor
Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang Jalan Tanjung Sari pasar II1
Medan guna memperoleh data atau informasi yang diperlukan dalam

pembahasan Skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini keabsahan
sebuah perkawinan sering tidak sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini
terlihat dengan banyaknya masalah-masalah yang timbul dalam sebuah
perkawinan termasuk juga didalamnya masalah-masalah pendaftaran
perkawinan.

Melihat masalah yang sering muncul dalam perkawinan di Indonesia

sehingga pernerintah perlu membuat sebuah Undang - Undang yang mengatur
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perkawinan tersebut dan menerbitkan Undang - Undang No. I Tahun 1974. yang
menerangkan tentang semua hal yang berhubungan dengan perkawinan seperti :
tujuan perkawinan, syarat-syarat sah perkawinan, aturan-aturan dalam
pendaftaran perkawinan dan lain-lain.

Namun keabsahan perkawinan di negara Indonesia tidak hanya dilihat
dari Undang - Undang saja melainkan juga harus ditinjau dari segi aturan agama
yang diakui di negara Indonesia. Sehingga dapat dilihat bahwa keabsahan sebuah
perkawinan di Indonesia terdiri atas dua faktor yaitu : dari faktor Undang -

Undang maupun faktor agama.

G. Sistematika

Babl: Dalam bab ini diuraikan pokok permasalahan skripsi yang mencakup
mengapa penulis tertarik memilih judul tersebut sehingga
membuatnya dalam bentuk skripsi disamping menguraikan latar
belakang permasalahan dan apa yang menjadi permasalahan, tujuan
pembahasan serta mencoba memberikan penjelasan akin masalah
pendaftaran perkawinan.

Bab Il : Pada bab ini diuraikan materi pokok mengenai hukum perkawinan
di Indonesia yaitu mengenai sejarah hukum perkawinan, mengenai
hukum perkawinan sebelum Undang — Undang No.i Tahun 1974, dan
hukum perkawinan setelah Undang — Undang No. 1 Tahun 1974,

Bab III : Pada bab ini diuraikan mengenai materi pokok hukum perkawinan
menurut Undang - Undang No. I Tahun 1974 dan Kompilasi humkum
Islam yaitu dasar dan pengertian perkawinan, syarat-syarat sahnya
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Bab IV

Bab V:

suatu perkawinan.

: Pada bab ini menganalisa dan meneliti "Tinjavan Yuridis terhadap

pendaftaran perkawinan berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun
1974 dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum islam serta hal-hal
yang harus ditinjau dalam pendaftaran perkawinan tersebut, yaitu
ketentuan terhadap pendaftaran perkawinan, syarat-syarat pendaftaran
perkawinan tata cara pendaftaran perkawinan,dan akibat hukum
pendaftaran perkawinan menurut Undang - Undang No 1 Tahun
1974 dan kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Bab ini hanya membuat kesimpulan mengenai
pendaftaran perkawinan di dalam masyarakat selain itu juga

mencoba memberi saran-saran yang dianggap penting dalam

pelaksaan pendaftaran perkawinan.
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Pada 30 April 1847, diumumkan serta diundangkan di dalarn bahasa
13Belanda "Algemene Bepalingen Van Wetgevin ", selalu disingkatkan

dengan dua buah huruf besar A.B.

Pasa 11 A.B antara lain menyatakan, bagi orang Indonesia akan
diberlakukan satu aturan "godsdienstige wetten, volks instelligen en
gebruiken”yang artinya” hukum-hukum agama, lembaga-lembaga rakyat dan
kebiasaan-kebiasaan".Sebagai aturan hukum dalam hukum keperdataan
khususnya tentang perkawinan yang dalam hal ini diberlakukan hukum
Islam. Bunyi rumus ini berbeda sedikit dari rumus yang telah dikemukan diatas, di
dalam Stbl. 1825,akan tetapi artinya tidak berbeda. Pasal 11 A.B. berlaku hingga
tahun 1855.Sebab pada tahun ini mulai diberlakukan satu aturan bare Yang
mengatur masalah yang sama yakni Regeringsreglement 1855(RR 1855).

Demikianlah, di dalam pasal 75 R.R. itu diebutkan, para hakim untuk
Indonesia dalamm mempergunakan aturan untuk memutuskan suatu perkara
degodsdierastige wetten instellingen en gebruiken” (hukum-hukum agama,
lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan).

Bagi orang yang beragama Islam, dipergunakanlah hukum Islam.
Makanya dalam satu aturan lain ditegaskan bahwa siding-sidang pengadilan
harus dihadiri oleh seorang penasihat dalam Hukum Islam, yang diberi wewenang
untuk memberi pendapat tersebut di dalarn mengeluarkan buah pikirannya yang
harus memperlihatkan Hukum-Hukum Islam, yang berkenaan dengan perkara

yang bersangkutan.
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Mungkin sekali Pemerintah Hindia Belanda merasa takut. Kalau ajaran-ajaran
Islam dijalankan sepenuhnya di seluruh Indonesia, dipatuhi seluruhnnya oleh para
pemeluk agama Islam, diketahui semua ajaran-ajaran Islam oleh orang-orang
Islam, maka Pemerintah Hindia Belanda mungkin sekali merasa khawatir bahwa
bila seluruh ajaran Islam diketahui oleh orang Islam. Akan diketahui, tidak boleh
satu bangsa menjajah terhadap bangsa yang lain. Tegasnya ajaran Islam tidak
membenarkan adanya penjajahan.

Pada masa-masa itu, sudah ada ahli-ahli Pemerintah Hindia Belanda yang
memperdalam ilmu pengatahuannya tentang ajaran-ajaran Islam. Mungkin sekali
para ahli ini memberitahukan pada pemerintahnya, akan sangat berbahaya jika
diyakinkan bahwa orang Islam harus hidup menurut seluruh ajaran Islam.

Nanti orang Islam akan tahu, bahwa penjajahan tidak boleh ada. Apalagi
pada masa-masa sebelum itu, pergerakan kebangsaan telah muncul.

Menurut dugaan, hal ini mungkin sekali menjadi alasan kedua bagi
pemerintah belanda untuk merubah politik dan sikapnya terhadap kedudukan
Islam di dalam hukum. Politik baru itu terkenal dengan nama "Teori Resepsi”.
Kata "resepsi" telah lama dikenal masyarakat ramai. Semua kita tahu akan
rrienghadiri resepsi. Entah resepsi perkenalan, resepsi perpisahan, atau entah
resepsi perkawinan.

Istilah resepsi berasal dari kata Latin, (recipere). Macam - macam artinya.
Salah satu arti yang kita perlukan sehubungan dengan tulisan ini ialah
menerima". Resepsi perkenalan ialah penerimaan tamu untuk

memperkenalkan pejabat baru.
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- Golongan Timur Asing bukan Cina (Arab, pakistan, India dan lain-lain) yang
beragama Islam. Pencatatannya d‘iatur dengan UU No. 22 / 1946 yo
Undang-Undang No. 32/1945 clan dilak;anakan oleh Pegawai pencatat Nikah
pada kantor urusan Agama Kecamatan.

- Golongan Indonesia asli yang tidak beragama Islam dan bukan umat masehi
yang berdiam di luar daerah Jawa/Madura Minahasa yang berdiam di Iuar
daerah Saparua dan banda, kecuali paulau Teun, Nila dan Serua.

2. Ordonansi Nikah

Ordonansi Nikah Indonesia umat Kristen di Jawa / Madura, Minahasa dan
Onderafdeling Amboina, Saparua dan banda (Stbl. 1933 No. 74 diubah dengan
Stbl. 1934 No. 621 dan 1936 No. 247). Ordonansi ini berlaku untuk golongan
Indonesia asli beragama kristen (katolik dan Protestan) di Jawa dan madura,
Minahasa onderafdeling Ambon.. Saparu dan banda, kecuali pulau-pulau teun,
Nila dan Serua. Pencatatannya diatur dalam Stbl. 1933 No. 75 diubah dengan Stbl.
1933 No. 327, 1934 No. 621 dan 1936 No. 247, dilaksanakan oleh Pegawai
Catatan Sipil.

Bagi penduduk Indonesia terbuka ketentuan-ketentuan untuk bersikap
patch padaHukum Sipil dan Hukum Dagang dirubah dan ditambah dengan Stbl.
1926/360, 1931/168 yo. 432, 1932/42, dan 1939/572 yo. 717, 1942/13) yo. 14 dan
Bb. 13421. dengan bersikap patch pada keseluruhan Hukum Perdata yang
berlaku untuk orang Eropa. Dengan demikian mereka pastilah mencatat

perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.
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Wichers tugas pelaksanaan kondifikasi di Indonesia,menagajukan
pernyataan pada mereka yang berpengalaman. Apakah akan timbul Kesulitan jika
Hukum Perdata Barat diberlakukan pada golongan Timur Asing? Dia memperoleh
jawaban tegas, bahwa itu tak usah disangsikan lagi".

Pendapat resmi berkembang, diantaranya dari Mr. C. Sandenburg yang
nienulis laporan atas perintah Sekretaris Gubernur federal pada 15 Nopember
1855, dimana tercantum, perlunya diadakan antara golongan Indonesia dan Timur
Asing. Tidak dapat dibiarkan orang Timur Asing tetap pada hukumnya
sendiri. Yang dapat dibiarkan pada hukumnya sendiri ialah bangsa
Indonesia yang terus- inenerus menetap disini. Timur Asing sama hainya dengan
golongan Eropa, datang ke Indonesia untuk mengejar kekayaan.

Oleh sebab itu tidak dapat dibiarkan orang Timur Asing itu tetap pada
hukum adatnya, setidak-tidak-nya hakriya itu mesti dikurangi.

Pada bulan januari 1852, lima puluh perusahaan dagang di Jakarta, telah
menulis surat pada Gubernur Jenderal meminta Hukum Perdata Barat
diberlakukanada goongan Timur Asing, seperti Arab, Tionghoa dan lain-lainnya.

Demikianlah, setelah Read yang Indio pada 23 desember 1853
menyatakan tidak ada keberatan Hukum Perdata Barat berlaku pada golongan
Timur Asing, inaka diterbitkanlah peraturan 8 Desember 1855 yang diumumkan
di dalam Staatsbland 1855 No. 79, yang, menyatakan diberlakukannya

Hukum Perdata Barat bagi golongan Timur Asing.
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Stbl. 1917 No. 129 itu yang mulai berlaku pada 1 Maret hanya berlaku
untuk Jawa dan Madura. Keresidenap Sumatera Barat, Tapanuli,
Bengkulu, Sumatera Timur, Manado, Sulawesi, Ambon, Ternate, dan
Timor. Daerali-clacrah lain di Indonesia masih tetap berlaku Stbl. 1855
No. 79, keadaan ini berlangsung hingga 1 Maret 1925.

Kamudian dengan Stbl. 1924 No. 556, dinyatakan Stbl. 1917 No.
129, mulai 1 Mei 1925 berlaku untuk seluruli daerah Indonesia kecuali
Kalimantan Barat, yang masa pemberlakuannya hingga 1 September 1925.

Dengan diberlakunya Stbl. 1917 No. 129 bagi golongan Timur Asing
Tionghoa maka berlaku jugalah hukum kekayaan dan hukum waris
testamenter Barat, hukum keluarga, termasuk hukum perkawinan barat
bagi golongan Timur Asing Tionghoa itu.

Dengan demikian golongan Timur Asing Tionghoa harus tunduk
kepada KUH Perdata, kecuali beberapa peraturan mengenai informalitas
sebelum perkawinan, tidak boleti beristeri lebih dari seorriag dan perkawinan
dilangsungkan di hadapan kantor Catatan Sipil.

Sebelum masa berlak-unya Sthl. 1917 No. 129, yaitu pada 1 Mei
1919, laki-laki dan wnita tionghoa yang akan mclangsunokan perkawinannya,
mereka tunduk dan diberlak-ukan sesuai dengan hukum adat mereka. Yaitu
dimulai lebih dahulu dengan suatu pertunangan oleh pihak calon suami dan

calon isteri. Setelah semua ketentuan dipenuhi, dimana calon pengantin
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pria menyerahkan sejumlah uang kepada calon pengantin wanita, barulah

dilangsungkan perkawinan.

Diatas suatu kursi merah, ditandulah pengantin wanita, diiringi dengan
bunyian musik dan digotong ke rumah pengantin pria. Setelah itu kedua mempelai
ini dipertemukan dan dilakukan makan bersama. Upacara itu di hadiri oleh

keluarga dan para sahabat. Setelah itu selesailah upacara perkawinan.

Setelah diberlakukannya Stbl. No. 129 yaitu untuk Jawa Madura pada 1
Mei 1919an di seluruh Indonesia 1 September 12925, tidak lagi upacara adat
Tionghoa seperti itu.

Sesudah undang-undang itu berjalan, jika ada orang —orang Tionghoa
yang melakukan perkawinan menurut cara adatnya yang lama, tidak berdasarkan
Stbl. 1919 No. 129, jika dari hasil perkawinan-perkawinan tersebut lahir anak-
anak, maka anak-anak yang lahir itu dianggap di luar perkawinan yang sah.

Sebelum berjalan Stbl. 1917 No. 129 itu, orang-orang tionghoa yang
mempwiyai isteri, isterinya itu disebut "bini kawin". Lalu bila mengambil lagi
isteri ke-2 maka istilahnya disebut "bini madu" . anak-anak yang lahir dari "bini
muda" ini merupakan anak yang sah berdasarkan hukum, bisa menerima warisan
dan sebagainya.

Sementara bila seorang pria yang sudah punya :bini kawin" lalu ingin
memelihara "bini muda" preosedumya tidaklah sama dengan upacara "bini
kawin". Tidak perlu ada acara pertunangan, ditandu, iringan musik dan juga
tanpa surat kawin yang ada dan pembayaran dan makan bersama.
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sebab itu Stbl. 1855 No. 79 masih tetap berlaku bagi golongan-golongan
Timur Asing bukan Tionghoa.
Hal yang disebutkan di atas berlangsung hingga 1 Maret 1925, yaitu tanggal

diberlakukannya Stbl. 1924 No. 556, yang menyebut dalam Pasal 1 mencabut

berlakunya Stbl. 1855 No. 79.

Di dalam Stbl. 1924 No. 556 pada pasal 1 itu, juga dianut ketentuan. hukum
Perdata barat mana yang akan diberlakukan bagi golongan Timur Asing bukan
Tionghoa, Berta beberapa poraturan Perdata barat tersebut. Padu hakikatnya Stbl. 1924
No. 556, sestinggulinya tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Stbl. 1855
No. 79. dengan demikian keadaan Hukum Perdata Barat golongan Timur Asing bukan
Tionghoa, tidak berbeda dengan keadaan pada pertengahan abab ke-19, tepatnya 8
Desember 1855.

Dengan demikian Hukum Perkwrinan bagi golongan Timur Asing bukan

Tionghoa, seperti India, Arab clan lain-lain adalah berlaku menurut adat mereka

itu sendiri.
Meskipun golongan Timur Asing bukan Ticnghoa, berlaku hukum

perkawinan adat mereka sendiri. Ada baiknya kita kutip seperlunya apa yang
ditulis oleh Mr. C. van Vollehoven dalam "Hot Adatrecht van Mederlandsch —
Indie" jailid H halaman I H, tentano, perkawinan orang Arab di Indonesia.
Tentang  perkawinan  orang-orang  Arab, perilakunya,
kebiasaannya, di Indonesia tidak cliperbolchkan banyak keterangan.
Beristeri banyak, yaitu lebih dari seorang, jarang didapati. Tentang mahar
perkawinan juga tidak didapati. Tentang mahar perkawinan juga tidak didapati
penjelasannya. Izin perkawinan yang clikaitkan dengan belasting kawin, dimana

tadinya orang-orang Arab yang tinggal di Batavia (sekarang jakarta) berdasarkan
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Stbl. 1828 No. 46 Pa.sa! 64 f, sejak 1 Januari 1912 dihapuskan:

Bentuk ikatan perkawinan adalah sesuai dengan hukum perkawinan
ummat istani. Lafaz-lafa.7 taklik yang, diucapkan setelah perkawinan
dilanasunak-an, bagi orang — orang Arab tidak biasa. Ada beberapa hawelisluiters
(yang mengaqadnikalikan) berkebangsaan Arab diangkat oleh Pemerintah
Belanda, yaitu untuk kola-kola Batavia (Jakarta sekarang)' Buintenzorg (bogor
sekarang), Purwakarta, Cirebon dan Semarang.

Perkawinan antara seorang puteri Said tidak biasa dilakukan dengan pemud
Indonesia, meski ada beberapa pengecualian. Di Aceh, hal yang demikian itu
hampir tidak pernah kejadian karena bisa dikira mendapat hukukman dari pihak Agama.
Untuk perkawinan seorang laki-laki atau perempuan Arab dengan bukan perempuan dan
laki-laki Arab, berlakulah Stbl. 1898 dan perkawinan campuran.

Tentang orang-orang India, Vollenhoven pada jilid IT halaman 119 menulis:

Bahwa orang Indonesia menganggap orang Keling itu rendah,
dengan demikian merasa keberatan untuk mengawinkan anak gadis
Indonesia dengan prig keling. Untuk perkawinan - orang-orang keling
hanya diperbolehkan keterangan dari jawa tengah. Disiarkan oleh regen
(Bupati) Jepara pada tahun 10099. perkawinan dilakukan dengan
perjanjian itu dengan antara dua keluarga calon suami clan isteri,
dilakukanlah perjanjian itu dengan mempergunakan pinang, dan sirih,
dilaksanakan oleh orang tua sendiri tidak ada uang antaran. Hari perkawinan
disebut dalam bahasa melayu “ Hari beranai”.

Terdapat juga suatu hal yang ganjil, yaitu setelah upacara
perkawinan dilaksanakan 3 hari, suami isteri itu malaksanakan mandi bersama.

Sudah menjadi kebiasaan bagi pemuda /I yang Baru kawin dan masih
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Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip dan asas-asas
mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Yang dimaksud dengan asas dan prinsip disini adalah ketentuan
perkawinan yang menjadi dasar dan dikembangkan dalam materi batang tubuh
dari Undang-undang Perkawinan ini.

Adapun asas-asas yang dianut oleh Undang-undang perkawinan adalah
sebagai yang terdapat pada penjelasan umum Undang-undang itu sendiri, sebagai
berikut :

a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiil.

b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah
bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya
kelahiran kematian yang dinyatakan dalani surat-surat keteranga suatu akte
yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

¢. Undang-Undang ini menganut Asas Monogami. Hanya apabila dikehendaki
oleh yang bersangkutan, karena hukum agama dari yang bersangkutan

mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun
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demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun
hal ini dikenhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat
dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh
Pengadilan.

d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah

masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar
supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir
pada perceraian dan mendapat keturunan yang, baik dan sehat. Untuk itu harus
dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah
umur.
Di samping itu perkawinan inempunyai hubungan dengan masalah
kependudukan. Teryatalah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi
seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang, lebih tinggi
jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan
itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi
pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16
(enam belas) tahun bagi wanita. °

€. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia
kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk
mempersukar terjadinnya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus

ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan swami
baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat,

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan
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Diluar hal tersebut bertentangan. dengan asas ini jika dilakukan maka perkawinan

itu batal.

3. Perkawinan menurut hokum agama
perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh
pihak yang akan kawin itu. Pihak yang akan kawin adalah pria dan wanita.
kedua-duanya. menganut agama yang sama.Jika kedua-duanya itu berlainan
agama maka Perkawinan tidak dapat, dilangsungkan.kecuali apabila salah
satunya menganut agama pihak lainnya itu.

4. Perkawinan terdaftar
Setiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama sah menurut
hukum positif apabila didaftarkan pada Lembaga Percatat Perkawinan.

Perkawinan yang tidak terdaftar tidak akan diakui sah menurut Undang-Undang.

5. Kedudukan suami istri seimbang
Suami istri mempunyai kedudukan seirnbano, dalam kehidupan rumah tangga dan
pergaulan hidup bermasyarakat. Masing-masing pihak berhak melakukan
perbuatan hukum. Suami sebagai kepala keluarga,istri sebagai ibu rumah tangga.
Diantara keduanya suami istri itu tidak ada yang satu mempunyai kedudukan
diatas atau dibawah yang lainnya.

6. Membentuk keluarga sejahtera
Asas ini ada hubungan dengan tujuan perkawinan yaitu keluarga bahagia dan
sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan, sejahtera artinya cukup sandang,
pangan, perumahan yang layak diantara jumlah anggota keluarga yang relative

kecil.
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ibadah,merupakan penjelasan dari ungkapan "Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha, Esa" dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa
perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu
orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Disamping
perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah pere-q.-puan Yang, sudah
menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga,dan
diperlakukan dengan baik.Dan ia diambil melaluhi proses keagamaan dalam
akad nikah.

Mengenai asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan menurut Kompilasi
Hukum Islam,isi dan maksudnya adalah sama dengan asas-asas dan
prinsip-prinsip perkawinan menunit Undang-Undang Perkawinan yaitu
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dijelaskan tadi diawal. Ini berlaku
bagi yang beragama Islam, dan berlaku bagi diluar beragama Islam.
Disamping ketentuan diatas tentang prinsip dan salinya perkawinan maka
Undang-Undang, No.l Tahun 1974 mengatur hal-hal pokok lamnya seperti
tentang pendaftaran perkawinan.Yang mana hal tersebut juga berlaku didalam
Kompilasi Hukum Islam.

B. Syarat Syarat Sahnya Perkawinan
1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik

yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur

pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih
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diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan
mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur
dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup, alasan bagi pemohon
untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan
penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada yang
bersangkutan.

d) Pasal 15 mengatur adanya larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah
yang pada prinsipnya ditegaskan bahwa : Pegawai Pencatat Nikah atau P3

N dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum

dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur

dalam pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan ini Pasal 16 mengatur tentana
dispensasi bagi calon mempelai beragama Islam yang melakukan
perkawinan campuran, yaitu :

1) Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang
berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan
campuran. diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-

Undang perkawinan;
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Mengenai ketentuan-ketentuan penting dalam hal Pendaftaran Perkawinan
ditetapkan dalam sebuah peraturan Perundang-undangan. Dimana di
dalam ,pasal 2 Undang-Undang No.l. Tahun 1974 menitik beratkan kepada
adanya pencatatan perkawinan tersebut dari mereka yang melangsungkan
perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai
pendaftar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 32 Tahun
1954. tentang pencatatan rujuk. bagi diluar agama Islam dicatatan sipil oleh
pegawai pendaftaran perkawinan.

2. Perkawinan yang akan didaftarkan haruslah memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku baik Undang-
Undang No.l1 Tahunu 1974 maupun menurut Kompilasi Hukum
Islam.Mengenai syaratsyarat Pendaftaran Perkawinan didalam Undang-
Undang No.l Tahun 1974 dapat dilihat dalam pasal 6,sedangkan di dalarn
Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalarn Pasal 14.

3. Terhadap suatu Pendaftaran Perkawinan diperlukan juga. Tata cara
pendaftaran perkawinan dilaksanakan sebagai mana ditentukan dalarn
pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
initentang pelaksanaan Undang-Undang No.l1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan
,perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana
perkawinannya kepada pegawai pendaftar ditempat perkawinan akan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa cantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian damnulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&ypi"\’)‘?ﬁsf-%f)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]27/8/24



74

Syahrizal Daulay - Tinjauan Yuridis Terhadap Pendaftaran Perkawinan Menurut Undang-Undang ....

dilangsungkan, kemudian pegawai pendafatar meneliti syarat-syarat yang

ditentukan kemudian apabila telah memenuhi syarat maka pegawai

pendaftaran akan mengumumkan dan menandatanganinya begitu juga halnya
dalam Kompilasi Hukum Islam.

4. Setiap perkawinan haruslah didaftarkan sebab pendaftaran perkawinan
memiliki akibat hokum baik akibat hokum apabila didaftarkan maupun
apabila perkawinan tidak didaftarkan berdasarka peraturan Perundang-
undang, dalam hal ini Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam.

B. SARAN
1. Perlunya mengerti dan mengetahui terhadap adanya suatu ketentuan-

ketentuan terhadap pendaftaran perkawinan yang diatur didalam
peraturan Perundang-undangan.

2. Dengan adanya suatu syarat-syarat pendaftaran perkawinan maka setiap
orang yang akan melakukan pendaftaran perkawinan harus memenuhi
segala persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

3. Agar setiap orang yang melakukan pendaftaran perkawinan haruslah
mengetahui dan mentaati segala tata cara pendaftaran perkawinan yang
telah ditetapkan.

4. Hendakilya setiap orang yang akan melakukan pendaftaran perkawinan
harus mengetahui dengan jelas mengenai akibat hukum terhadap

pendaftaran perkawinan apabila perkawinan didaftarkan atau tidak

didafatarkan.
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